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MOTTO:

MAZHERUDDIN SIDDIQI berkata :

"A STABLE FAMILY LIFE IS NECESSARY NOT ONLY IN THE INTE-
RESTS OF SOCIETY, NOT ONLY FOR THE HAPPINESS AND MORAL
DEVELOPMENT OF THE HUSBAND AND WIFE, BUT ALSO FOR THE
PROPER GROWTH AND DEVELOPMENT OF FUTURE GENERATIONS".
(Suatu kehidupan keluarga yang stabil sangat perlu seka-
1li bukan saja dalam arti masyarakat, bukan saja untuk ke-
bahagiaan dan perkembangan akhlak suami-istri, tetapi ju-
ga Jjustru untuk pertumbuhan dan perkembangan generasi-ge-
nerasi yang akan datang). *)

#*) Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas, Ja-
karta, 1983:26. :
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SKRIPSI

INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :
BAPAK DAN IBUKU YANG TERCINTA
AIMAMATER YANG KUJUNJUNG TINGGI
NUSA DAN BANGSAKU YANG KUCINTAI
KAKAK DAN.ADIK-ADIKKU YANG KUCIN-
TAT

SAUDARA-SAUDARAKU YANG SEIMAN
DAN SEPERJUANGAN
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Ma-
ha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehimg-
ga penulis dapat menyelesaikan'skripsi ini dengan judul
"PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991
MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PRAJEKAN KABU-
PATEN BONDOWOSO, yang merupakan salah satu syarat dan tu-
gas di dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna
di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-keku-
rangan, sehingga apa yang tertulis dalam skripsi ini ada-
lah masih jauh dari sempurna. Mengingat kemampuan penulis
yang masih sangat terbatas itu, maka setiap kritik dan te-
guran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan
skripsi ini penulis terima dengan kelapangan hati.

Lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang
telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapatkan
pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Rasa terima kasih ini, penulis sampaikan kepada yang
terhormat :

1. Bapak Haji Abdurrachman, S.H. selaku pembimbing,
yang banyak memberikan nasehat, petunjuk dan penga-
rahan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Soewondho, S.H. M.S. selaku pembantu pembim-
bing, yang telah banyak memberikan nasehat, petun-
juk dan pengarahan dalam kaitannya dengan penuli-
san skripsi ini.

3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
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III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sela-
lu mendukung dan menunjang dalam penulisan skrip-
si ini.

6. Bapak atau Ibu selaku Panitia Penguji skripsi pa-
da Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U. selaku Dosen
Wali, yang senantiasa memberikan pengarahan dan
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kan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini
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Jember, Januari 1992 Penulis
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RINGEKASAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, karena da-
ri perkawinan itu jelas akan timbul berbagai akibat hukum
baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak
(suami-istri) maupun pihak lain dalam hal hubungan-hubungan
hukum tertentu. Karena adanya hak dan kewajiban itulah ma-
ka tepat sekali kalau perbuatan hukum tersebut harus menda-
patkan pengaturan-pengaturan, dengan kata lain perbuatan
hukum atau peristiwa perkawinan itu harus diikat.dan diatur
dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang tepat agar
tidak terjadi adanya pertentangan-pertentangan dari berbagai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, karena perkawinan merupakan
masalah yang‘hakiki dan berpangkal pada agama serta erat
hubungannya dengan pemerintah, selanjutnya diatur dalam Un-
dang-undang perkawinan yang tentunya dengan menyerap nilai-
nilai luhur dalam agama. Demikian juga dengan INPRES NO. 1
Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang dalam penu-
lisan skripsi ini dipakai sebagai sudut tinjauannya.

Kenyataan yang ada, bahwa masih ada dijumpai masyara-.
kat-masyarakat tertentu, khususnya di daerah penelitian yai-
tu praktek kawin sirri atau perkawinan yang dilaksanakan
menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan. Adapun yang
melatar belakangi tidak dicatatkannya (kawin sirri) yaitu
adanya faktor karakteristik masyarakat tersebut yang seca-
ra:kultur yang menunjang serta alasan-alasan lain dari pasa-
ngan itu sendiri, sehingga hal ini akan wmembawa akibat hu-
kum dikemudian hari.

"Ditinjau dari sudut agama, memang suatu bentuk perkawin-
an yang dilaksanakan meénurut agama itu saja sudah sah, se-
perti dalam agama Islam cukup perkawinan itu dilaksanakan
dengan memenuhi syarat-syarat rukun nikah sudah sah. Akan
tetapi bila ditinjau dari kaca mata hukum negara yang lebih
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dalam lagi hal_itu dipandang masih belum cukup, karena se-
cara administrasi yaitu tiap-tiap perkawinan itu harus di-
catatkan belum dipenuhi, sehingga konsekwensinya pemerine
tahpun hanya mengakui bentuk perkawinan yang dicatatkan,
sedangkan perkawinan sirri tidak diakui atau secara admi=
nistrasi pemerintahan tidak sah, karena secara otentik su-
lit untuk dibuktikan serta tidak memberikan suatu kepasti-
an hukum, akhirnya kawin sirri itu tidak mendapat perlin-
dungan hukum.

Menimbang hal tersebut, maka pemerintahpun telah mem-
berikan kemudahan-kemudahan khususnya terhadap perkawinan
yang tidak jelas itu yaitu dengan mengajukan itsbat nikah
ke Pengadilan (sesuai dengan pasal 7 INPRES No. 1 Tahun
1991. Adanya faktor-faktor yang menunjang pratek kawin sir-
ri, serta adanya alasan-alasan tertentu dilaksanakan kawin
sirri, maka salah satu jalan keluar yang paling mendasar
yaitu memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat
tentang hukum perkawinan, disamping itu pula dengan alter-
natif yang pernah ada yaitu pelaksanaan kawin masal, sehing-
ga masyarakat akan lebih mengetahui, sadar dan dapat melak-
sanakan hukum yang sebenar-benarnya terutama hukum perkawi-

nan.
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